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 Penulisan hukum ini berpangkal tolak dari perumusan masalah 
bagaimanakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam 
menjatuhkan putusan bebas dar segala tuntutan dalam perkara korupsi APBD 
yang dilakukan oleh wakil Bupati Karanganyar 
Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah 
sebagai berikut : jenis penelitian empiris, sifat penelitian deskriptif, jenis data 
yang digunakan adalah data primer serta data sekunder, sumber data adalah 
sumber data primer yang didapat langsung dari hasil wawancara dengan hakim 
serta sumber data sekunder yang masih relevan dengan permasalahan yaitu bahan 
hukum primer (KUHP, KUHAP, Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang RI   Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, dan peraturan perundang-undangan lainnya), bahan hukum sekunder 
(buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat 
para sarjana, karya ilmiah, koran, makalah, dan majalah), dan bahan hukum tersier 
(kamus dan internet), teknik pengumpulan data berupa analisis data kualitatif. 
  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dasar pertimbangan yang 
dipergunakan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dari segala tuntutan 
hukum dalam perkara korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Wakil Bupati 
Karanganyar adalah sudah tidak berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 
2007 yang ditegaskan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 
2000 khususnya Pasal 21 ketentuan tersebut,Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 
1999 jo Undang-Undang RI   Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang 
Peradilan Umum, yang kesemuanya memuat tentang dasar pertimbangan hakim 
dalam memutus suatu perkara, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang 









“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S Alam Nasyrah: 6-8) 
 
“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah tenang dan sabar” 
(Khalifah ‘Umar) 
 
“Jadilah Manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia tetapi hanya kamu 
sendiri yang menangis dan pada kematianmu semua orang menangis sedih,tetapi hanya kamu 
sendiri yang tersenyum” 
(Mahatnma Gandhi) 
 
‘Kebanggan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali 
setiap kita jatuh” 
(Confusius) 
 
“Baik saja tidak cukup kalau menjadi lebih baik masih mungkin”  
(Mario Teguh) 
 
“Tidak ada kata sulit umtuk semua ilmu yang ada di jagat ini,melainkan suatu keikhlasan 
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A. Latar Belakang Masalah 
 
Indonesia adalah Negara hukum, demikian penegasan Pasal 1 ayat (3) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma ini 
bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum 
merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi 
strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. 
Hukum, sebagai suatu sistem dapat berperan  dengan baik dan benar di tengah 
masyarakat jika instrumen pelaksanaanya dilengkapi kewenangan-
kewenangan dalam bidang penegakan hukum.  
 
Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik 
norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur 
pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin 
yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum 
masyarakat. Oleh karena itu setiap negara hukum termasuk Negara Indonesia 
 xi
harus memiliki institusi aparat penegak hukum yang berfungsi sebagai 
menegakkan keadilan dan menciptakan keadaan yang adil dan tentram. Aparat 
penegak hukum tersebut terdiri dari polisi, hakim, jaksa dan advokat. Dalam 
menjalankan tugasnya mereka mempunyai peran dan tugas masing-masing 
yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.  
 
 Kedudukan aparat dalam pelaksanaan peradilan merupakan subsistem 
yang mendukung total sistem proses penegakan hukum dalam suatu kesatuan 
menyeluruh, sehingga harus dipikirkan langkah-langkah yang menuju suatu 
pelembagaan alat-alat kekuasaan penegak hukum dalam suatu pola law 
enforcement centre, yaitu suatu lembaga yang menghimpun mereka dalam 
sistem penegakan yang terpadu dalam suatu sentra penegakan hukum. Dalam 
sentra tadilah berlangsung proses penegakan hukum, mulai dari penyidikan, 
penuntutan dan peradilan. Sehingga dalam penertiban aparat, yang pertama 
kali dilakukan ialah tindakan pembentukan dan penjernihan fungsi dan 
wewenang diantara sesama instansi aparat penegak hukum. Kalau ini sudah 
terbentuk dan terjernihkan, baru menyusul pembagian tugas dan wewenang 
yang jelas dalam lingkungan interen instansi yang bersangkutan (Yahya 
Harahap, 2002: 62). 
 
 Salah satu institusi penegak hukum yang mempunyai kedudukan yang 
sentral dan peranan strategis adalah institusi kehakiman. Seperti yang diatur 
dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman. Keberadaan Hakim yang mempunyai kewenangan 
dalam pemeriksaan persidangan dan pembuat putusan yang telah memiliki 
kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasar undang-undang 
diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan berdedikasi 





Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang berdampak 
pada kerugian keuangan negara yang bisa menjatuhkan suatu pemerintahan 
dalam negara tersebut. Secara fisik dan kasat mata, tindak pidana korupsi 
memang seperti tidak berpengaruh langsung yang mengakibatkan jatuhnya 
korban, bahkan juga seperti tidak secara langsung merugikan seseorang. Akan 
tetapi kejahatan yang termasuk didalam extraordinary crime ini apabila 
hasilnya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas akan lebih terasa 
kegunaannya dibandingkan apabila hasil itu digunakan oleh pribadi yang tidak 
mempunyai kewenangan. 
 
Tindak pidana korupsi telah terjadi di Indonesia sejak jaman dahulu 
hingga saat ini. Pemerintah Indonesia sejak jaman dahulu hingga sekarang 
tidak henti-hentinya berupaya melakukan pemberantasan tindak pidana 
korupsi melalui hukum pidana. Upaya pemerintah Indonesia untuk 
memberantas tindak pidana korupsi antara lain melalui diundangkan ketentuan 
undang-undang pemberantasan korupsi. Apabila dilihat dari sanksi hukum 
yang dijatuhkan, maka selalu terjadi pemberatan terhadap sanksi hukum yang 
yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana, meski demikian tindak 
pidana korupsi tetap marak hingga saat ini. 
 
Sebagaimana diketahui dengan reformasi telah membawa perubahan 
sebesar-besarnya dalam bidang pemerintahan yang di laksanakan asas 
otonomi daerah yang seluas-luasnya. Dalam pelaksanaannya otonomi daerah 
memiliki sisi lain yang penyalahgunaan kewenangan di daerah. 
Penyalahgunaan kewenangan kewenangan yang dilakukan oleh aparat di 
daerah telah menjurus kearah tindak pidana korupsi. Diantara tindak korupsi 
adalah tindak pidana yang di dakwakan terhadap Wakil Bupati Karanganyar.  
 
Berdasarkan keseluruhan penjabaran serta penjelasan secara umum 
diatas terutama mengenai tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan 
wewenang yang terjadi dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Karanganyar 
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dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :“TINJAUAN 
TENTANG DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM 
MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS PADA PERKARA KORUPSI 
DENGAN TERDAKWA WAKIL BUPATI KARANGANYAR”.  
 
B. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk 
mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga 
tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, searah dan mendapatkan 
hasil yang diharapkan. Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar 
belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:  
1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
bebas dalam perkara korupsi wakil bupati karanganyar di Pengadilan 
Negeri Karanganyar?  
 
C. Tujuan Penelitian 
Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Hal tersebut 
dimaksudkan untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan 
maksud penelitian. 
 
Berdasarkan uraian di atas dan rumusan masalah yang telah ditetapkan 
maka penulis mempunyai tujuan dalam mengadakan penelitian ini yang 
terbagi menjadi dua, yaitu:  
 
1. Tujuan obyektif  
Tujuan obyektif dari penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
bebas pada perkara korupsi wakil bupati Karanganyar. 
2. Tujuan subyektif 
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Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah: 
a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri terutama dibidang 
ilmu hukum, khususnya hukum  pidana. 
b. Untuk memperoleh data-data yang penyusun pergunakan dalam 
penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar 
kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 







D. Manfaat Penelitian 
Di dalam penelitian hukum tentunya sangat diharapkan adanya 
manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. 
Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari adanya penelitian adalah : 
1. Manfaat teoritis 
Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah: 
a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum  pidana terutama 
yang berhubungan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi. 
b. Memberikan gambaran lebih nyata mengenai pemeriksaan tindak 
pidana korupsi sebagai suatu pengetahuan. 
2. Manfaat praktis 
Manfaat praktis dari penelitian ini adalah: 
a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir 
dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penyusun terhadap 
penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. 
b. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. 
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c. Untuk melengkapi syarat akademis guna mencapai jenjang sarjana 
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
E. Metode Penelitian 
Di dalam suatu penelitian metode merupakan faktor yang sangat 
penting sebagai proses penyelesaian suatu permasalahan yang diteliti. Definisi 
metode itu sendiri adalah cara utama yang digunakan untuk mencapai tingkat 
ketelitian jumlah dan jenis yang akan dihadapi, definisi lain mengenai metode 
menurut Moh. Nazir adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap 
penemuan, pengesahan dan penjelasan kebenaran (Moh. Nazir, 1983:42), 
sedangkan penelitian diartikan “semua proses yang diperlukan dalam 
perencanaan dan pelaksanan penelitian” (Moh. Nazir, 1983:99). 
 
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan mengenai arti dari metode 
penelitian yaitu cara yang diatur secara sistematis dalam rangka perencanaan 
dan pelaksanaan penelitian sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan 
dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dalam penelitian ini menggunakan 
metode penelitian sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian. 
 Sebagai Penelitian hukum, maka penelitian ini termasuk jenis 
penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini lebih menekankan 
kepada pengkajian hukum yang bersifat law in the book dan sumber data 
utamanya berupa data sekunder.  
2. Sifat Penelitian 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yang 
bersifat deskriptif, yaitu Penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan 
data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau hipotesa agar 
dapat membantu di dalam memperkuat teori lama atau dalam penyusunan 
teori baru (Soerjono Soekanto, 1986: 52). 
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 Berdasarkan pengertian diatas maka metode penelitian ini 
dimaksudkan untuk menggambarkan dan menguraikan tentang dasar 
pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana korupsi dengan 
terdakwa wakil bupati Karanganyar dengan cara studi kasus di Pengadilan 
Negeri Karanganyar 
3. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang akan 
dibahas, maka penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri 
Karanganyar karena pernah terjadi tindak pidana korupsi yang 
terdakwanya adalah Wakil Bupati Karanganyar. 
4. Jenis Data 
Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 
   a.  Bahan hukum primer, yang meliputi : 
1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI   
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
3) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 
4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan 
Umum. 
5) Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar 
No.101/Pid.B/2008/PN.Kray 
 
 b.  Bahan hukum sekunder  
  Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data 
sekunder dari bahan hukum primer yang akan digunakan dalam 
penelitian ini yakni terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh para 
ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, karya ilmiah, 
koran, makalah, dan majalah. 
   c.  Bahan hukum tersier  
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Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu 
kamus, internet. 
5. Sumber Data 
Mengenai sumber data, diperoleh dari : 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer yakni Hakim Pengadilan Negeri 
Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana 
korupsi dengan terdakwa wakil bupati karanganyar. 
b. Sumber data sekunder 
Yaitu data yang dipergunakan sebagai bahan penunjang data 
primer. Dalam penelitian ini data sekunder yaitu: buku literatur, 
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan laporan 
penelitian. 
 
c. Sumber data tersier 
Sumber data tersier merupakan sumber data penunjang dari 
data primer dan data sekunder yang berupa kamus guna menguatkan 
hasil dari penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti juga 
menggunakan referensi yang terdapat dalam kamus agar hasil 
penelitian lebih dapat mendeskripsikan hal yang diteliti. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan 
yang diteliti, maka dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan 
data sebagai berikut Studi kepustakaan dalam studi kepustakaan digunakan 
metode analisis isi yang artinya adalah teknik untuk menarik kesimpulan 
dengan mengidentifikasi Pasal-Pasal secara obyektif dan sistematis yaitu 
dengan cara mempelajari buku ilmiah serta peraturan perundang-undangan 
yang dihubungkan dengan pokok permasalahan yang diteliti. 
 7.   Analisis Data  
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Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan 
teknik analisis konten (content analysis).  Analisis konten dipergunakan 
karena dikaitkan dengan data yang dikumpulkan berupa data sekunder 
atau data studi dokumen. Menurut Valerine J.L. Kriekhoff (1992: 12),  
bahwa apabila analisis konten pada prinsipnya dikaitkan dengan data 
sekunder atau data studi dokumen, maka teknik analisis konten dapat pula 
diterapkan pada penelitian hukum normatif. Studi dokumen merupakan 
suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui data tertulis 
dengan mempergunakan content analysis. Dalam penelitian yang 
dilaksanakan ini, penulis hanya menggunakan dokumen siap pakai sebagai 
satu-satunya data, yaitu melakukan inventarisasi dan menganalisis 
dokumen sekunder yang berkaitan dengan masalah dasar pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan putusan dilepas dari segala tuntutan hukum. 
Dengan demikian dalam analisis data, teknik analisis konten atau analisis 
isi (content analysis) digunakan sebagai tujuan utama. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai 
sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan 
hukum, maka penulis membuat suatu sistematika penulisan. Adapun 
sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat), yaitu pendahuluan, 
tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup, ditambah dengan daftar pustaka 
dan lampiran-lampiran, yang apabila disusun secara sistematis adalah sebagai 
berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran awal 
mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini, dan 
sistematika penulisan hukum untuk memberikan pemahaman 
terhadap isi penelitian dalam garis besar. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini diuraikan mengenai kerangka teori dan kerangka 
berpikir. Didalam kerangka teori menguraikan tentang 
pengertian dan tinjauan umum mengenai Pertimbangan Hakim, 
Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim, tinjauan umum  
tentang Tindak Pidana Korupsi,  dan hal-hal lain yang 
sekiranya akan mampu mendukung pemahaman mengenai 
obyek penelitian. 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini penulis akan mencoba menyajikan hasil penelitian 
mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus 
perkara korupsi wakil Bupati Karanganyar di Pengadilan 
Negeri Karanganyar serta mengenaia hambatan dalam 
menjatuhkan putusan bebas dalam perkara korupsi wakil 
Bupati Karanganyar dan solusinya. 
BAB IV : PENUTUP 
Bab ini berisikan kesimpulan rumusan masalah dari hasil 










A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim 
a. Pengertian Pertimbangan 
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Pertimbangan merupakan kata yang berasal dari kata dasar 
timbang yang mempunyai arti sama berat; sama rasa (Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, 2009:877). Sedangkan pertimbangan itu mempunyai 
arti pendapat tentang baik buruk, memikirkan baik-baik untuk 
menentukan,memikirkan baik-baik untuk mengambil keputusan; 
memintakan pertimbangan kepada;menyerahkan sesuatu supaya di 
pertimbangan (Kamus Besar Bahasa Indonesia,2006:662). 
 
b. Pengertian Pertimbangan Hakim 
Pertimbangan hakim dalam memberi berbagai macam putusan, 
dapat dibagi dalam dua kategori. Menurut Rusli Muhammad 
(2006:124) dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim 
dalam berbagai putusannya, kategori itu adalah : 
1) Pertimbangan yang bersifat yuridis 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim 
yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam 
persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang 
harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud antara lain:  
a) Dakwaan jaksa penuntut umum  
Dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana karena 
berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. 
Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan 
pendahuluan yang disusun tunggal, komulatif, alternatif 
ataupun subsidair.  
b) Keterangan terdakwa 
Keterangan terdakwa menurut KUHAP dalam Pasal 184 butir 
e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah 
apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan 
yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami 
sendiri. Dalam Hukum Acara Pidana keterangan terdakwa 
dapat dinyatakan dalam bentuk pengakuan ataupun penolakan, 
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baik sebagian ataupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut 
umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. 
Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas 
pertanyaan hakim, jaksa penuntut  umum ataupun dari 
penasihat hukum.  
c) Keterangan saksi 
Salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam 
menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan 
saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang 
pengadilan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat 
bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa 
pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, 
bukan merupakan kesaksian de auditu testimonium dan harus 
disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat 
sumpah.  
d) Barang-barang bukti 
Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat 
dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di 
depan sidang pengadilan, yang meliputi: 
(1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya 
atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau 
sebagai hasil tindak pidana; 
(2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk 
melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan; 
(3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi 
penyidikan tindak pidana; 
(4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk 
melakukan tindak pidana; 
(5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan 
tindak pidana yang dilakukan 
e) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.  
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 Dalam praktek persidangan, Pasal peraturan hukum 
pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. 
Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk 
membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang 
apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-
unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan hukum pidana. 
Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur 
dari setiap Pasal yang dilanggar, berarti terbuktilah menurut 
hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan 
seperti diatur dalam Pasal hukum pidana tersebut.  
 
Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan 
bahwa yang termuat dalam putusan yang menyebutkan di 
antara yang termuat dalam putusan itu merupakan 
pertimbangan yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, 
dapatlah digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat 
yuridis.Dan pasal-pasal tersebut dijadikan dasar pemidanaan 
oleh hakim (Pasal 197 KUHAP). 
2) Pertimbangan yang bersifat non yuridis 
Dasar-dasar yang digunakan dalam pertimbangan yang 
bersifat non yuridis, yaitu: 
a) Latar belakang terdakwa  
Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa adalah 
setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta 
dorongan keras pasa diri terdakwa dalam melakukan tindak 
pidana kriminal. Latar belakang perbuatan terdakwa dalam 
melakukan perbuatan kriminal meliputi: 
(1) Keadaan ekonomi terdakwa; 
(2) Ketidak harmonis hubungan sosial terdakwa baik dalam 
lingkungan keluarganya, maupun dengan orang lain. 
b) Akibat perbuatan terdakwa 
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Perbuatan pidana yang dilakukan tedakwa sudah pasti 
membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan 
akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan 
tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, 
paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa 
terancam. Namun akibat demikian yang telah ditimbulkan 
terdakwa tidak selamanya menjadi dasar pertimbangan hakim. 
Sebagian putusan hakim ada yang mempertimbangkan tentang 
akibat hukum terdakwa, tetapi ada pula sebagian dari putusan 
hakim itu tidak mempertimbangkannya. 
c) Kondisi diri terdakwa 
Pengertian kondisi terdakwa dalam pembahasan ini adalah 
keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan 
kejahatan, termasuk pula status sosial terdakwa. Keadaan fisik 
dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara 
keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat 
berupa: mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang 
kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan 
dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam 
masyarakat. 
d) Keadaan sosial ekonomi terdakwa 
Baik dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada suatu aturan 
yang mengatur dengan tegas mengenai keadaan social ekonomi 
terdakwa dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam 
menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Namun 
didalam konsep KUHP yang baru, bahwa pembuat, motif, dan 
tujuan dilakukanya tindak pidana, cara melakukan tindak 
pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial 
ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan si pembuat sesudah 
melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa 
depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak 
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pidana yang dilakukan dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh 
hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan. 
e) Agama terdakwa 
 Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak 
cukup bila sekedar meletakkan kata “DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” pada 
kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari 
setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun 
dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.  
 
 Dalam praktek sehari-hari baik oleh penuntut umum 
maupun hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam 
tuntutan dan dalam penjatuhan pidana ada dua pokok hal yang 
dapat meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang 
meringankan antara lain: terdakwa masih muda, berlaku sopan, 
dan mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, 
menyesali perbuatannya, keluarga dan lingkungan terdakwa 
rusak, menanggung tanggungan anak, usia lanjut dan fisik 
lemah serta masih belajar. Sedangkan faktor-faktor yang 
memberatkan misalnya: memberi keterangan yang berbelit-
belit, tidak menyesali perbuatannya, tidak mengakui 
perbuatannya, perbuatannya keji dan tidak berprikemanusian, 
perbuatan pidana dilakukan dengan sengaja, hasil kejahatan 
telah dinikmati, perbuatan meresahkan masyarakat dan 
merugikan  negara. 
 
c. Kewajiban Hakim 
Untuk menegakkan hukum dan keadilan, seorang hakim 
mempunyai kewajiban-kewajiban atau tanggung jawab hukum. 
Kewajiban hakim sebagai salah satu organ lembaga peradilan tertuang 
dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang 
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Kekuasaan Kehakiman. Adapun kewajiban-kewajiban hakim tersebut 
adalah sebagai berikut : 
1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ( Pasal 28 
ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 ). 
2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 
memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa ( Pasal 
28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004). 
3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila 
terikat hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat 
ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, 
dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau 
panitera ( Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 ). 
4) Ketua majelis, hakim anggota, wajib mengundurkan diri dari 
persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah dan 
semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri 
meskipun telah bercerai, dengan pihak yang diadili atau advokat       
( Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 ). 
5) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila 
ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan 
perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri 
maupun atas permintaan pihak yang berperkara ( Pasal 29 ayat (5) 
Undang-Undang No.4 Tahun 2004 ). 
6) Sebelum memangku jabatannya, hakim untuk masing-masing 
lingkungan peradilan wajib mengucapkan sumpah atau janjinya 
menurut agamanya ( Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.4 
Tahun 2004 ). 
 
d. Kedudukan Hakim dan Pejabat Peradilan 
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Kedudukan hakim dan pejabat peradilan dalam peradilan di 
Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman yaitu dalam Pasal 34 yang berbunyi : 
1) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim 
agung dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dengan 
undang-undang. 
2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan 
pemberhentian hakim diatur dalam undang-undang. 
3) Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta 
perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh 
Komisi Yudisial yang diatur dalam undang undang. 
 
 Dari hal tersebut diatas kedudukan hakim berhubungan langsung 
dengan badan kehormatan hakim dan komisi yudisial agar dalam 
menjalankan tugas hakim dapat menjalankan tugas secara independen 
dan berintegritas. 
 
2. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim 
a. Pengertian Putusan 
Yang dimaksud dengan putusan seperti yang menjadi ketentuan 
umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Pasal 1) 
putusan pengadilan didefinisikan sebagai pernyataan hakim yang 
diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa 
pemidanaan / bebas / lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang (dalam hal ini 
KUHAP). Sedangkan Pasal 195 KUHAP merumuskan bahwa semua 
putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum 
apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.   
 
Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam bukunya yang 
berjudul Peristilahan Hukum dalam Praktek tahun 1985 halaman 221 
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menekankan bahwa hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah 
dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat 
berbentuk tulisan maupun lisan (Leden Marpaung, 1992: 406). 
 
b. Pengertian Putusan Hakim 
Berdasarkan rumusan KUHAP putusan hakim dapat digolongkan 
ke dalam 2 jenis yaitu : 
1) Putusan Akhir 
Putusan akhir sering disingkat dengan istilah putusan saja. Putusan 
ini dapat terjadi apabila Majelis Hakim memeriksa terdakwa yang 
hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. 
Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum 
menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang 
dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas 
dan peringatan ketua Majelis kepada terdakwa mendengar dan 
memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, 
pembacaan catatan/surat dakwaan, acara dan atau penasihat hukum 
Umum, Penetapan/Putusan tuntutan pidana, replik dupliek, re-
replik dan re-dupliek, pernyataan pemeriksaan ditutup serta 
musyawarah Majelis Hakim dan pembacaan putusan dalam sidang 





2) Putusan Sela 
 Putusan yang bukan putusan akhir ini mengacu pada 
ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat 
hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan 
Jaksa/Penuntut Umum. Penetapan atau putusan sela ini  
mengakhiri perkara apabila terdakwa serta penuntut umum 
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menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan 
tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali 
apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi 
dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan 
Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.  
 
Putusan sela ini bukan putusan akhir karena disamping 
memungkinkan perkara tersebut secara material dibuka kembali 
karena adanya verzet atau perlawanan yang dibenarkan juga 
dikarenakan dalam hal ini materi pokok perkara atau pokok perkara 
yang sebenarnya yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa serta 
proses berikutnya belum diperiksa oleh Majelis Hakim. 
 
Jadi, bentuk putusan yang dijatuhkan pengadilan tergantung 
hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan 
segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang 
pengadilan. Mungkin menurut penilaian majelis hakim, apa yang 
didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai, 
apa yang didakwakan memang benar terbukti akan tetapi apa yang 
didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tapi termasuk ruang 
lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana 
aduan atau menurut penilaian hakim tindak pidana yang 
didakwakan tidak terbukti sama sekali. 
 
 
c. Jenis jenis Putusan Hakim 
Menurut hukum acara pidana putusan hakim dibagi menjadi tiga 
macam, yakni: 
1) Putusan bebas  
Di dalam suatu persidangan pengadilan, seorang terdakwa 
dibebaskan apabila ternyata perbuatannya yang tersebut dalam 
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surat dakwaan seluruhnya atau sebagian tidak terbukti, secara sah 
dan meyakinkan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) ketiadaan terbukti 
ini ada dua macam: 
a) Ketiadaan terbukti yang oleh undang-undang ditetapkan 
sebagai minimum, yaitu adanya hanya pengakuan terdakwa 
saja, tanpa dikuatkan oleh alat-alat bukti yang lain. 
b) Minimum yang ditetapkan oleh UU telah dipenuhi yaitu adanya 
dua orang saksi atau lebih, akan tetapi hakim tidak yakin akan 
kesalahan terdakwa (M. Prodjohamidjojo, 1982: 130). 
2) Putusan lepas  
Apabila suatu perbuatan yang dalam surat dakwaan itu terbukti, 
tetapi tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka 
terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat 
(2) KUHAP). Hal ini akan terjadi jika: 
a) Adanya kekeliruan dalam surat dakwaan, yakni apa yang 
didakwakan tidak cocok dengan salah satu penyebutannya oleh 
hukum pidana dari perbuatan yang diancam dengan hukuman 
pidana. 
b) Adanya hal-hal yang khusus, yang mengakibatkan terdakwa 
tidak dijatuhi hukuman pidana menurut Pasal dalam KUHAP, 
yakni sakit karena jiwa (Pasal 44 KUHP), atau karena 
menjalankan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP). (M. 
Prodjohamidjojo, 1982: 31). 
 
 
3) Putusan pemidanaan  
Seorang hakim akan menjatuhkan putusan-putusannya 
apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dianggap 
terbukti dan merupakan kejahatan tindak pidana (Pasal 193 ayat (1) 
KUHAP).  
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Putusan hakim dapat dieksekusi bila putusan tersebut telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah diterima oleh para 
pihak yang bersangkuatan. 
Putusan yang berupa pemidanaaan terdakwa dapat berupa 
pidana seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu: 
a) Pidana Pokok 
(1) Pidana mati 
(2) Pidana penjara 
(3) Kurungan 
(4) Denda 
b) Pidana Tambahan 
(1) Pencabutan hak-hak tertentu 
(2)  Perampasan barang-barang tertentu 
(3)  Pengumuman putusan hakim 
 
3. Tinjauan Umun Tentang Tindak Pidana Korupsi 
a. Pengertian Korupsi  
 Pengertian korupsi secara umum adalah perbuatan yang 
merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan 
pribadi atau kelompok tertentu. Secara yuridis Korupsi adalah setiap 
orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat meruikan 
keuangan neara atau perekonomian negara. 
 
 Istilah korupsi berasal dari bahasa latin corruptie (Flokkema 
Andreaea dalam Lilik Mulyadi, 2000 : 16) atau corruptus. Korupsi 
adalah gejala di mana para pejabat badan-badan Negara menyalahkan 
terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. 
Sedangkan arti harafiah dari korupsi (Lilik Mulyadi, 2000 : 16) dapat 
berupa : 
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1) Kejahatan, kebusukan, dan disuap, tidak bermoral, kebejatan dan 
ketidakjujuran. 
2) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang 
sogok dan sebagainya. 
3) Perbuatan yang kenyataan yan menimbulkan keadaan yang bersifat 
buruk. 
4) Penyuapan dan bentuk–bentuk ketidakjujuran. 
5) Sesuatu yang korup, seperti kata yang diubah atau diganti secara 
tidak tepat dalam satu kalimat. 
6) Pengaruh pengaruh yang korup. 
   
 korupsi merupakan suatu istilah yang seringkali disamakan 
dengan penyuapan, pemerasan atau penggelapan, sekarang ini korupsi 
sudah dapat diibaratkan virus akut yang menyebar ke seluruh tubuh 
masyarakat dan pemerintah. Meski banyak versi, rumusan korupsi dari 
Bank Dunia yang cukup singkat tapi sangat mendalam maknanya, 
korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan publik untuk memperoleh 
keuntungan pribadi. Korupsi sebagai kejahatan white collar tidak juga 
merugikan keuangan atau perekonomian Negara, tapi juga merugikan 
masyarakat dan merusak sistem kepercayaan Negara demokrasi. 
  
 Oleh karenanya, korupsi bisa dikatakan sebagai kalkulasi 
kriminalitas, menurut Robert Klitgaard (Seorang pakar tentang 
korupsi) korupsi lebih dari sekedar pemuasan nafsu, korupsi sebagai 
kalkulasi kriminal beroperasi dalam taksiran bahwa pegawai akan 
terlibat dalam usaha korupsi ketika keuntungan korupsi yang mereka 
peroleh lebih besar dari sanksi jika tertangkap, dikali kemungkinan 
untuk ditangkap. Sanksi tersebut termasuk upah dan insentif lainnya 
yang mesti mereka korbankan jika mereka kehilanan pekerjaan, 
termasuk beratnya hukuman. Makanya tidak heran jika korupsi begitu 
berkecambah disektor publik, termasuk peradilan. Hal ini dapat terlihat  
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di banyaknya keluhan para pencari keadilan. Perilaku korupsi di 
kalangan pejabat publik terutama dalam sektor peradilan berdampak 
pada efektivitas dan efisiansi pelaksanaan proses berperkara di 
peradilan. Tapi, perilaku korup itu di pengaruhi pula oleh sistem 
penerima pegawai yang juga diwarnai oleh perilaku korup. 
 
b. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Perundang-undangan 
di Indonesia 
 Pemberantasan Tindak Korupsi diatur dalam UU No. 31 
Tahun 1999, Undang-undang ini berlaku terhitung mulai tanggal 16 
Agustus 1999 dan dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang 
No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, dan 
diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan 
kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan 
memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang 
sangat meruikan keuangan negara atau perekonomian negara pada 
khususnya serta masyarakat pada umumnya. 
 
 Yang dimaksud dengan Tindak Pidana korupsi dalam UU 
No.31 Tahun 1999 adalah: 
1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 
dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara 
2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri  atau 
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 




 Dengan rumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam 
tindak pidana korupsi dapat juga mencakup perbuatan-perbuatan 
tercela yang menurut perasaan kedilan masyarakat harus dituntut dan 
dipidana. 
 
 Adapun yang dimaksud dengan melawan hukum adalah 
mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun 
materiil yakni meskipun tersebut tidak diatur dalam peraturan 
perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap 
tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma 
kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat 
dipidanakan (sesuai dengan pasal 2 ayat 1). 
 
 Tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dirumuskan 
secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk 
pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam 
undang-undang ini meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada 
negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan 
tetap dipidana sesuai dengan Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut 
“Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak 
menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”. 
 
 Maksudnya dalam hal pelaku tindak pidana korupsi, 
memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian 
negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana 
terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara 
atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang 
meringankan pidananya. Dalam Undang-undang ini juga diatur perihal 
korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan 
pidana, hal ini tidak diatur dalam undang-undang tindak pidana 
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korupsi sebelumnya yaitu UU No. 3 Tahun 1971. Undang-undang ini 
dalam memberantas tindak pidana korupsi memuat ketentuan pidana 
yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan 
ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan 
ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu 
undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak 
pidana korupsi yang tidak membayar pidana tambahan berupa uang 
pengganti kerugian negara (sesuai Pasal 18). 
 
 Hanya berselang dua tahun, UU No. 31 tahun 1999 telah di 
amandemen dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas 
UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Korupsi.Perubahan ini dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian 
hukum terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat serta perlakuan 
secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. 
 
 Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 disebutkan bahwa 
korupsi adalah “Tindakan melanggar hukum dengan maksud 
memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat 
meruikan keuangan negara atau perekonomian negara”.Dalam UU 
tersebut ada 9 Tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi: suap, 
illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), 
penggelapan, kolusi, nepotisma, dan penyalahgunakan jabatan dan 
wewenang serta fasilitas negara. 
 
 Berbagai tindakan yang tergolong korupsi ini diatur dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan. secara umum peraturan 
perundang-undangan ini dapat dikategorikan menjadi dua yaitu, tindak 
pidana korupsi dalam KUHP dan diluar KUHP. Tindak pidana yang 
diatur dalam KUHP meliputi tindak pidana suap, tindak pidana 
penggelapan, tindak pidana pemerasan, dan tindak pidana yang 
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berkenaan dengan pemborongan/rekanan, tindak pidana berkaitan 
dengan peradilan, tindak pidana melampaui batas kekuasaan, dan 
tindak pidana pemberatan sanksi ( Pasal-pasal 209, 210, 387, 288, 415, 
416, 417, 418, 419, 420, 423, 424, 435). 
 
 Sedangkan tindak pidana korupsi di luar KUHP tersebar di 
berbagai peraturan perundng-undang. Peraturan perundang-undang 
yang mengatur tentang tindak pidana korupsi adalah UU Nomor 3 
Tahun 1971, UU Nomor 31 Tahun 1999, dan UU Nomor 20 Tahun 
2001. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 walaupun dinyatakan 
tidak berlaku dengan UU Nomor 31 Tahun 1999, namun sesuai dengan 
asas hukum, tetap berlaku untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan 
sebelum berlakunya UU Nomor 31 Thun 1999 tanggal 16 Agustus 
1999. 
 Tindak pidana korupsi dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 
meliputi tindak pidana:  
 Pertama, Tindak pidana korupsi yang bersifat umum. Tindak 
pidana umum merupakan tindak pidana yang bisa dilakukan oleh siapa 
saja. Pelaku tindak pidana tidak harus memiliki kualifikasi khusus, 
seperti pegawai negeri atau pejabat pemerintah. Tindak pidana ini 
dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1): “Setiap orang yang secara 
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 
Negara atau perekonomian Negara dipidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”. 
 Ketentuan pasal 2 ayat (1) diatas merupakan delik formil. 
Artinya, apabila sesuatu perbuatan sudah memenuhi unsur-unsur delik 
sudah dapat dipidana walaupun akibat yang disebutkan dalam aturan 
tersebut belum terjadi. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) paragraf 
 xxxvi
kedua disebutkan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan 
keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak 
pidana korupsi tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu 
adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur 
perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. 
Sebagai konsekuensinya, walaupun negara atau perekonomian belum 
dirugikan, apabila suatu perbuatan sudah dilakukan memenuhi unsur 
melawan hukum dan perbuatan tersebut dapat merugikan negara atau 
perekonomian nasional, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.  
 Terhadap tindak pidana yang bersifat umum yang diatur dalam 
pasal 2 ayat (1) dalam keadaan tertentu dapat juga dijatuhkan pidana 
mati sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2). Yang dimaksud dengan keadaan 
tertentu adalah apabila tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan 
bahaya, pada waktu terjadi bencana nasional, sebagai pengulangan 
tindak korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi 
dan moneter.  Penjelasan pasal 2 ayat (2) tersebut telah diubah dengan 
UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU nomor 31 tahun 1999 
menjadi: “Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan 
ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana 
bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut 
dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi 
penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, 
penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan 
krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana 
korupsi”.  
 
 Kedua, Tindak Pidana Menyalahgunakan Wewenang. Tindak 
pidana menyalahgunakan wewenang adalah tindak pidana yang 
dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan. 
Seseorang tersebut menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau 
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut untuk 
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tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, 
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 
Selengkapnya disebutkan dalam pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 
sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan 
atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup 
atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima 
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar 
rupiah)”.  
 Seperti pada tindak pidana yang bersifat umum, tindak pidana 
menyalahgunakan wewenang juga merupakan delik formil yang  tidak 
melihat apakah akibat dari perbuatan tersebut, yaitu merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara, sudah terjadi atau belum. 
Dalam pasal 4 UU ini juga ditegaskan bahwa pengembalian kerugian 
negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya 
pelaku tindak pidana.  
 Ketiga, Tindak Pidana Suap, Pemberian Hadiah, dan Pemerasan. 
Tindak pidana suap adalah tindak pidana pemberian sesuatu hadiah 
atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan 
maksud untuk menggerakkan dengan melakukan sesuatu atau tidak 
melakukan sesuatu didalam jabatannya yang bertentangan dengan 
kewajiban atau tugasnya. Sedangkan tindak pidana pemberian hadiah 
adalah pemberian atau janji yang terkait dengan wewenang dan 
jabatannya. Jadi tindak pidana suap sifatnya lebih kongkrit dan terkait 
atas perbuatan tertentu yang berlawanan dengan kewajiban semestinya, 
sedangkan pemberian hadiah tidak harus terkait dengan satu perbuatan 
tertentu sebagai tujuan, tetapi lebih kepada kedudukan dan 
kewenangan pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut. 
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Tindak pidana suap dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 mengacu 
pada ketentuan pasal-pasal dalam KUHP dengan ancaman hukuman 
baru. Pasal-pasal KUHP tentang tindak pidana suap yang diatur dalam 
UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah pasal 209, 210, 418, 419, 420, 423, 
425, dan 435 KUHP. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam pasal 
5, 6, 11, dan 12 UU Nomor 31 Tahun 1999  dengan ancaman saksi 
pidana yang baru. 
Dalam pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan bahwa 
setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan 
dalam pasal 209 KUHP, dimana dengan pidana penjara paling singkat 
1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling 
sedikit RP.150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 750.000.000,00. 
Hukuman denda dalam pasal 5 ini kemudian dirubah dengan UU 
Nomor 20 Tahun 2001 menjadi paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan 
paling banyak Rp.250.000.000,00. Ketentuan pidana ini juga berlaku 
sama bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima 
pemberian atau janji sebagaimana dimaksud.  
  Ketentuan pasal 210 KUHP diatur kembali dalam pasal 6 UU 
Nomor 31 Tahun 1999 dengan ancaman pidana penjara  paling singkat 
tiga tahun dan paling lama lima belas tahun, dan denda yang paling 
sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 750.000.000,00.  
 Ketentuan Pasal 418 KUHP diatur pada Pasal 11 UU Nomor 31 
Tahun 1999 dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun 
dan paling lama lima tahun atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 
dan paling banyak Rp. 250.000.000,00.  
 Sedangkan ketentuan Pasal 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP 
ancaman pidananya menurut pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 
dirumuskan menjadi pidana penjara paling sedikit empat tahun dan 
paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit 
Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. 
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Ketentuan-ketentuan ini dirumuskan ulang dalam bentuk yang berbeda 
dalam perubahan pasal 12 UU Nomor 20 Tahun 2001. 
 UU Nomor 20 Tahun 2001 menambahkan pasal 12A yang isinya 
adalah bahwa ketentuan pada pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 tidak 
berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 
5.000.000,00 dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun 
dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00. 
 Ditambahkan pula dalam pasal 12B bahwa setiap gratifikasi 
(pemberian hadiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 
dianggap sebagai pemberian suap, apabila berhubungan dengan 
jabatan dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya. 
Terhadap gratifikasi yang nilainya  Rp 10.000.000,00 atau lebih, 
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap 
dilakukan oleh penerima gratifikasi. Sedangkan yang nilainya kurang 
dari Rp 10.000.000,00 pembuktian dilakukan oleh penuntut umum. 
Disamping itu, UU nomor 31 tahun 1999 juga merumuskan tindak 
pidana suap tersendiri dalam Pasal 13 sebagai berikut: 
“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai 
negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat 
pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau 
janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau 
denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta 
rupiah)”. 
 
 Keempat, Tindak Pidana Terkait Pemborongan (pasal 387 dan 
388 KUHP). Pasal 7 UU Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan:  
“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 387 dan pasal 388 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 
(dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling 
 xl
sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)”.  
 Pasal 387 ayat (1) KUHP adalah tindak pidana oleh pemborong 
atau ahli bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu 
membuat bangunan itu atau pada waktu menyerahkan bahan bangunan 
itu melakukan tipu daya sehingga dapat mendatangkan bahaya bagi 
keselamatan negara waktu perang. Pasal 387 ayat (2) adalah tindak 
pidana pembiaran tindak pidana pada ayat (1) yang dilakukan dengan 
saja oleh orang yang disuruh mengawasi pekerjaan atau bahan 
bangunan itu.  
 Sedangkan pasal 388 ayat (1) adalah tindak pidana tipu daya 
waktu menyerahkan barang untu keperluan angkatan laut atau darat 
yang dapat membahayakan saat perang. Ayat (2) pasal 388 adalah 
tindak pidana pembiaran secara sengaja oleh seseorang yang disuruh 
mengawasi pekerjaan tersebut. 
 Kelima. Tindak Pidana Penggelapan (pasal 415, 416, dan 417 
KUHP). Ketentuan pasal 415, 416, dan 417 KUHP disebutkan dalam 
pasal 8, 9, dan 10 UU Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 415 KUHP adalah 
rumusan tindak pidana pegawai negeri atau orang lain yang memegang 
suatu jabatan umum, baik sementara maupun permanen, yang dengan 
sengaja menggelapkan uang atau kertas yang berharga uang, yang 
disimpan karena jabatannya, atau membiarkan diambil atau digelapkan 
oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu orang lain tersebut. 
 Ketentuan pasal 416 KUHP adalah untuk tindakan pemalsuan 
buku atau daftar yang digunakan untuk pemeriksaan atau tata usaha. 
Sedangkan pasal 417 KUHP merumuskan tindakan penggelapan 
secara lebih luas termasuk menghancurkan, merusakkan, atau 
membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, suatu barang yang dapat 
menjadi tanda atau bukti bagi yang berhak atas suatu surat keterangan 
atau surat-surat lainnya. 
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 Keenam, Percobaan, Pembantuan, dan Pemufakatan Tindak 
Pidana Korupsi. Percobaan, Pembantuan, dan Pemufakatan Tindak 
Pidana pada umumnya ancaman hukumnya dikurangi 1/3. Namun hal 
ini berbeda dalam hal tindak pidana korupsi yang diancam pidana 
sama dengan pelaku tindak pidana. Sebagaimana disebutkan dalam 
pasal 15 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagai berikut: 
 “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, 
atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 
korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 
14.” 
 Ketujuh, Tindak Pidana Dalam Proses Penanganan Tindak 
Pidana Korupsi. Tindak pidana dalam proses tindak pidana korupsi 
terdiri dari tiga macam, yaitu:  
1) Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999. Yaitu tindakan dengan 
sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung 
atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di 
sidang pengadilan. Tindakan ini diancam dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun penjara, dan paling lama 12 (dua 
belas) tahun penjara dan atau denda paling sedikit Rp. 
150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). 
2) Pasal 22 UU Nomor 31 Tahun 1999. Yaitu tindak pidana dengan 
sengaja tidak memberi keterangan atau tidak memberi keterangan 
yang tidak benar terkait dengan kewajiban memberi keterangan 
tentang harta keluarga terdakwa (pasal 28), keadaan keuangan 
tersangka/terdakwa di bank (pasal 29), keterangan sebagai saksi 
atau ahli (pasal 35), dan keterangan lain yang karena hal tertentu 
harus dirahasiakan (pasal 36). Tindak pidana ini diancam dengan 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun penjara dan paling 
lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikitnya 
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Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). 
3) Pasal 24 UU Nomor 31 Tahun 1999. Adalah tindak pidana yang 
dilakukan oleh saksi yang tidak memnuhi ketentuan pasal 31, yaitu 
dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain 
yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas 
pelapor. Tindakan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 
3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- 


















B. Kerangka Berpikir 


















Penjelasan kerangka berpikir : 
Penyalahgunaan wewenang oleh seorang pejabat yang berada 
dalam suatu instansi pemerintahan  daerah merupakan suatu delik pidana yang 
bias dimasukkan dalam suatu tindak pidana korupsi. Seperti yang diatur di 









UU. NO 31 TAHUN 1999 Jo 
UU. NO 20 TAHUN 2001 
TENTANG 
PEMBERANTASAN 











20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Didalam pasal 
tersebut diatur unsur-unsur yang bisa dimasukan dalam konsep 
penyalahgunaan wewenang  dalam tindak pidana korupsi yang antara lain 
terdapat tiga unsur yaitiu : terdapat unsur menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan 
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, dan yang 
terakhir unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian 
Negara. 
Apabila ketiga unsur tersebut  telah terpenuhi secara sah dan 
meyakinkan maka perkara korupsi tersebut akan dilimpahkan kepada 
penyidik,baik itu penyidik POLRI sampai dengan penyidik dari kejaksaan. 
Dalam hal proses penyidikan harus memperhatikan ketentuan tentang 
penyidikan yang diatur dalam KUHAP. Setelah proses penyidikan maka 
berkas yang apabila telah dainggap cukup dan layak untuk diterbitkan P-21 
maka selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan. Dalam proses pemeriksaan 
perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan selain menggunakan dasar yang 
terdapat dalam Undang-Undang  No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 
Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal 
beracaranya juga menggunakan dasar Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses 
persidangan yang dipinpin oleh majelis hakim ini yang nantinya akan 
memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi tersebut baik secara 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Perkara 
Korupsi Wakil Bupati Karanganyar 
 xlv
 Paparan perkara korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar 
Nomor 101/Pid.B/2008/PN.Kray dengan terdakwa KRMTH. Drs. Sri Sadoyo 
Hardjo Miguno, MM : 
 
1. Kasus Posisi 
KRMTH. Drs. Sri Sadoyo Hardjo Miguno, MM sebagai Wakil 
Bupati Karanganyar pada saat itu menjabat selaku Wakil Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karanganyar. Mengeluarkan 
kebijakan yang tertuang dalam bentuk Surat Keputusan Pimpinan DPRD 
Kabupaten Karanganyar yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD 
Kabupaten Karanganyar termasuk terdakwa KRMTH.Drs.SRI SADOYO 
HARDJO MIGUNO,MM. Kebijakan Pimpinan DPRD Kabupaten 
Karanganyar membuat beberapa Surat Keputusan Pimpinan DPRD yang 
isinya berupa pemberian bantuan atau tunjangan baik kepada Pimpinan 
DPRD, anggota DPRD maupun pejabat Sekretariat DPRD tersebut 
digunakan sebagai dasar pengeluaran untuk pos-pos anggaran APBD unit 
kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar yang tidak sesuai dengan 
Perda Kabupaten Karanganyar nomor 1 tahun 1997 tentang Kedudukan 
Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten 
Karanganyar , pos yang tumpang tindih/dobel dengan belanja yang sama 





2. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap : KRMTH. Drs. Sri Sadoyo Hardjo Miguno, MM 
Tempat Lahir  : Solo,  
Umur/Tanggal lahir : 65 tahun/ 03 September 1942 
Jenis Kelamin  : Laki-Laki 
Kebangsaan  : Indonesia 
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Alamat          : Jl. Raya Palur No. 136, Palur, Kec. Jaten, Kab. 
Karanganyar  
Agama  : Islam  
Pekerjaan  : Wakil Bupati Karanganyar 
 
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
      Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 29 
Mei 2008 Nomor Register Perkara : NO.REG.PERK: PDS-01/KNYAR  
/Ft.1/0508 terhadap terdakwa KRMTH. Drs. Sri Sadoyo Hardjo Miguno, 
MM dengan dakwaan alternatif sebagai berikut : 
        PRIMAIR 
Bahwa terdakwa KRMTH.Drs.SRI SADOYO HARDJO 
MIGUNO, MM selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kabupaten Karanganyar periode 1999-2004 berdasarkan 
Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 170/181/1999 tanggal 1 Oktober 
1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Karanganyar secara bersama-sama dengan SUMARSO 
DHIYONO Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar periode 1999 – 2004,  
SOEPARNO Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar periode 1999-
2004 (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah),  
Letkol.Inf.M.CHOJIM WIDJANARKO Wakil Ketua DPRD Kabupaten 
Karanganyar periode 1999-2004 (yang berkasnya diajukan ke Peradilan 
Militer) pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 
2001 dan tahun 2002 di kantor DPRD Kabupaten Karanganyar Jl.Lawu 
No.85 Karanganyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih 
termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah 
melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang 
harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang 
diancam dengan pidana pokok yang sejenis, secara melawan hukum 
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 
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perekonomian Negara. menguntungkan diri sendiri sebesar kurang lebih 
Rp 80.786.100,- (delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu 
seratus rupiah) serta menguntungkan orang lain sebesar Rp 
2.614.869.400,- (dua milyar enam ratus empat belas juta delapan ratus 
enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang merupakan hasil 
perhitungan kerugian keuangan negara/daerah atas dugaan penyimpangan 
anggaran belanja DPRD Kabupaten Karanganyar minus asuransi tahun 
anggaran 2001 dan 2002. Bahwa dengan maksud untuk menambah 
penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar serta 
pejabat Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar, setelah Perda APBD 
Kabupaten Karanganyar tahun 2001 ditetapkan, terdakwa 
KRMTH.Drs.SRI SADOYO HARDJO MIGUNO,MM. mengeluarkan 
kebijakan yang tertuang dalam bentuk beberapa Surat Keputusan 
Pimpinan DPRD Kabupaten Karanganyar yang ditandatangani oleh 
Pimpinan DPRD Kabupaten Karanganyar termasuk terdakwa 
KRMTH.Drs.SRI SADOYO HARDJO MIGUNO,MM. Kebijakan 
Pimpinan DPRD Kabupaten Karanganyar membuat beberapa Surat 
Keputusan Pimpinan DPRD yang isinya berupa pemberian bantuan atau 
tunjangan baik kepada Pimpinan DPRD, anggota DPRD maupun pejabat 
Sekretariat DPRD tersebut digunakan sebagai dasar pengeluaran untuk 
pos-pos anggaran APBD unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten 
Karanganyar yang tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Karanganyar 
nomor 1 tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua 
dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, pos yang tumpang 
tindih/dobel dengan belanja yang sama dengan pos-pos lainnya serta tidak 
sesuai tujuan/peruntukkannya yang telah ditetapkan 
Perbuatan terdakwa KRMTH.Drs.SRI SADOYO HARDJO 
MIGUNO,MM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 
ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan 
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ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 
(1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. 
 
SUBSIDIAIR  
Bahwa terdakwa KRMTH.Drs.SRI SADOYO HARDJO 
MIGUNO, MM selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kabupaten Karanganyar periode 1999-2004 berdasarkan 
Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 170/181/1999 tanggal 1 Oktober 
1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Karanganyar secara bersama-sama dengan SUMARSO 
DHIYONO Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar periode 1999 – 2004,  
SOEPARNO Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar periode 1999-
2004 (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah),  
Letkol.Inf.M.CHOJIM WIDJANARKO Wakil Ketua DPRD Kabupaten 
Karanganyar periode 1999-2004 (yang berkasnya diajukan ke Peradilan 
Militer) pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 
2001 dan tahun 2002 di kantor DPRD Kabupaten Karanganyar Jl.Lawu 
No.85 Karanganyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih 
termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah 
melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang 
harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang 
diancam dengan pidana pokok yang sejenis, secara melawan hukum 
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian Negara. Kerugian negara sebesar kurang lebih 
Rp.2.695.655.500,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh lima juta enam 
ratus lima puluh lima ribu  lima ratus rupiah) tersebut merupakan nilai 
kerugian yang harus dipertanggungjawabkan terdakwa dari keseluruhan 
kerugian negara tahun anggaran 2001 dan 2002 sebesar Rp. 
2.967.444.500,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat 
ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah 
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tersebut sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah 
atas dugaan penyimpangan anggaran belanja DPRD Kabupaten 
Karanganyar minus asuransi tahun anggaran 2001 dan 2002 yang dibuat 
oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa 
Tengah tanggal 13 Juli 2006 
Perbuatan terdakwa KRMTH.Drs. SRI SADOYO HARDJO 
MIGUNO,MM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. 
Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan 
Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo 
Pasal 65 ayat (1)  KUHP 
 
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutannya terhadap terdakwa yang pada 
pokoknya menyatakan sebagai berikut : 
1. Menyatakan Terdakwa KRMTH.Drs.SRI SADOYO HARDJO 
MIGUNO, MM melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur 
dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah 
dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan PRIMAIR,oleh karena itu 
agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan PRIMAIR, 
2. Menyatakan Terdakwa KRMTH.Drs.SRI SADOYO HARDJO 
MIGUNO, MM bersalah melakukan tindak Pidana korupsi yang 
dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan 
ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 
(1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1)  KUHP. Dalam Dakwaan 
SUBSIDAIR, 
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3. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa KRMTH.Drs.SRI 
SADOYO HARDJO MIGUNO, MM selama 6 (enam) tahun, dengan 
perintah terdakwa ditahan, 
4. menjatuhkan Pidna denda untuk terdakwa Terdakwa KRMTH.Drs.SRI 
SADOYO HARDJO MIGUNO, MM  sebesar Rp.100.000.000,-(seratus 
juta rupiah) subsidair selam 3 (tiga)bulan kurungan, 
5. memerintahkan agar terdakwa KRMTH.Drs.SRI SADOYO HARDJO 
MIGUNO, MM  membayar uang Pengganti sebesar Rp.55.786.100,-
(lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah) 
dan jika jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam wakyu 1 
(satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum 
yang tepat maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk 
menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai 
harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut, maka dipidana 
penjara selama 1(satu) tahun. 
6. menyatakan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.25.000.000,-(dua 
puluh lima juta rupiah) dirampas untuk negara. 
7. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah). 
 
5. Pledooi (pembelaan) 
Pembelaan terdakwa dan penasehat hukumnya, yang berhubungan dengan 
materi surat dakwaan yaitu menyangkut : 
1. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum didasarkan dari peraturan yang 
sudah tidak berlaku, maka berdasarkan Putusan MA No.1150 K/Pid/1988 
tanggal 9 Oktober 1993 surat dakwaan batal demi hukum. 
2. Bahwa Terdakwa dalam menandatangani SK tersebut berdasarkan perintah 
jabatan, maka berdasarkan Pasal 51 KUHP terdakwa tidak dapat dipidana. 
3. Bahwa Terdakwa melakukan penandatanganan SK tersebut didasarkan 
atas perintah peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka 
menunjuk Pasal 50 KUHP Terdakwa tidak dapat dipidana. 
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4. Bahwa  surat dakwaan Jaksa Penuntut umum didasarkan dari surat 
penyidik yang melanggar ketentuan Pasal 94 sampai Pasal 98 KUHP Jo 
Pasal 39 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 (Varia Peradilan No.253 
Desember 2006 hal 56 makalah Syahrul Machmud). 
5. Bahwa tindakan DPRD yang mengesampingkan Perda No.1 Tahn 1997 
menggunakan pedoman PP No.110 Tahun 2000 adalah sudah sesuai 
hukum karena Perda No.1 Tahun 1997 kedudukannya lebih rendah dari PP 
No.110 tahun 2000. 
6. Bahwa menerima uang dari dana APBD bukan suatu korupsi karena 
menerima uang atas dasar peraturan pemerintah yang sah adalah suatu 
perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. 
 
6. Pertimbangan hakim 
1. Bahwa setelah majelis hakim mencermati ketentuan Penutup Pasal 21 PP 
Nomor 110 Tahun 2000 tersebut menyebutkan  bahwa “Dengan 
berlakunya peraturan Pemerintah ini segala ketentuan yang bertentangan 
dengan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku”, maka oleh 
karena itu Perda Nomor 1 tahun 1997 tersebut sudah tidak berlaku lagi 
pada saat ditetapkannya PP Nomor 110 Tahun 2000, dan apabila 
dihubungkan pula dengan Putusan Judicial Review Mahkamah Agung RI 
Nomor 04.G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002, maka ketentuan yang 
megatur tenang keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak tanggal 
30 Nopember 2000 sampai tanggal 9 September 2002 (sejak ditetapkannya 
PP Nomor 110 Tahun 2000 sampai putusan Judicial Review Mahkamah 
Agung tersebut),adalah berlaku PP Nomor 110 Tahun 2000 “Tentang 
Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). 
2. Bahwa sebagaimana keterangan saksi ahli Hukum Tata Negara dari 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, mengatakan bahwa dengan 
berlakunya PP Nomor 110 Tahun 2000 (Pasal 21) maka Perda Nomor 1 
tahun tahun 1997 tersebut menjadi Invalid (tidak berlaku),dan apabila 
diberlakukan maka akan terjadi dualisme ketentuan undang-undang. 
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3. Bahwa perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut 
tidak dapat dipidana,oleh karena perbuatan terdakwa seperti yang di 
uraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum baik dalam dakwaan 
Primair maupun Subsidair, justru mengacu pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 110 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD, dan 
berdasarkan putusan perkara Hak Uji Materiil Mahkamah Agung RI 
Nomor 04.G/HUM/2001, peraturan Daerah ini sudah tidak mempunyai 
kekuatan hokum mengikat karena telah dinyatakan bertentangan 
(tegengesteld) dengan pereturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
yakni undang-undang No.20 tahun 1999. 
4. Bahwa menurut hukum terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan 
perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut 
bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran sehingga berdasarkan 
pasal 191 ayat (2) kitab undang-undang hukum acara pidana terdakwa 
harus dilepasakan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle 
rechtsvervolging), dan oleh karena itu pula berdasarkan pasal 197 ayat (1) 
dan ayat (2) kitab undang-undang hokum acara pidana terdakwa harus 
dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. 
 
7. Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karangnyar 
1. Menyatakan Terdakwa KRMTH.Drs.SRI SADOYO HARJO MIGUNO 
terbukti  melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi 
perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran. 
2. Melepaskan Terdakwa KRMTH.Drs.SRI SADOYO HARJO MIGUNO 
oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. 
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat 
serta martabatnya. 
4. Menetapkan barang bukti berupa : 
- uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) 
dikembalikan kepada terdakwa. 
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara. 
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8.  Pembahasan 
 Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana material yang lebih 
dikenal dengan hukum pidana dan hukum pidana formal atau disebut 
dengan hukum acara pidana. Hukum acara pidana mempelajari tentang 
himpunan peraturan-peraturan hukum yang jika terjadi pelanggaran 
pidana, negara melalui alat-alatnya melakukan tahap-tahap sebagai 
berikut: 
a. Mencari kebenaran tentang terjadinya pelanggaran hukum pidana 
tersebut. 
b. Menyidik siapa pelaku perbuatan tersebut (mencari tersangka). 
c. Menangkap pelaku dan jika perlu dilakukan penahanan. 
d. Mencari bahan-bahan bukti untuk mengajukan terdakwa ke muka 
persidangan. 
e. Mengambil keputusan. 
f. Upaya hukum untuk melawan putusan hakim tersebut. 
g. Melaksanakan putusan hakim. 
(Andi Hamzah, 1986 : 2).  
 Setiap pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan, mengharuskan 
penuntut umum melimpahi berkas perkara dengan surat dakwaan. Fungsi 
utama surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan 
adalah “menjadi titik tolak landasan pemeriksaan perkara”. Pemeriksaan 
perkara di sidang Pengadilan mesti didasarkan dari isi surat dakwaan. Atas 
landasan surat dakwaan inilah Ketua sidang memimpin dan mengarahkan 
jalannya seluruh pemeriksaan baik yang menyangkut pemeriksaan alat 
bukti maupun yang berkenaan dengan barang bukti. Agar Ketua sidang 
dapat menguasai jalannya pemeriksaan yang sesuai dengan surat dakwaan, 
harus lebih dahulu memahami secara tepat segala sesuatu unsur-unsur 
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konstitutif yang terkandung dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan, 
serta terampil mengartikan dan menafsirkan Pasal tindak pidana yang 
bersangkutan. Oleh karena itu, sebelum Hakim memulai pemeriksaan 
perkara di sidang Pengadilan, lebih dahulu memahami secara mantap 
semua unsur tindak pidana yang didakwakan. 
 Keputusan hakim harus berdasar pada surat pelimpahan perkara 
yang memuat dakwaan atas kesalahan terdakwa dan berdasarkan hasil 
pemeriksaan persidangan dalam ruang lingkup surat dakwaan tersebut. 
Tirtaamidjaja dalam hal ini menyatakan:“Hakim pada mengambil 
putusannya itu mula-mula akan meninjau perkara itu dari sudut formal. 
Jika hasilnya sedemikian sifatnya, sehingga perkara itu harus dipandang 
selesai karena pertimbangan-pertimbangan formal maka tidaklah perlu 
bagi penyelidikan seterusnya dari sudut material dari perkara itu”. 
 Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan 
dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas, 
atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang 
diatur dalam Undang –Undang ini (Pasal 1 butir 11 KUHAP). 
 Pasal 182 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa pengambilan 
keputusan harus didasarkan pada permufakatan yang bulat, kecuali setelah 
diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai. Maka dapat 
ditempuh melalui 2 cara, yaitu : 
a. Putusan diambil dengan suara yang terbanyak. 
b. Jika tidak diperoleh suara terbanyak, maka diambillah pendapat hakim 
yang menguntungkan terdakwa. 
 Bentuk putusan yang dijatuhkan pengadilan tergantung dari hasil 
musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu 
yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat berbentuk 
sebagai berikut : 
a. Pemidanaan atau penjatuhan pidana 
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Menurut Pasal 193 ayat (1) KUHAP, pemidanaan dilakukan jika 
pengadilan berpendapat bahwa telah terbukti dengan sah dan 
meyakinkan kesalahan terdakwa. 
b. Putusan bebas 
Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan 
bebas dari tuntutan hukum (vrij spraak) atau acquittal.  
c. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum 
Putusan ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2), yang berbunyi : “Jika 
pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada 
terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu 
tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan 
hukum”. 
 Hal yang melandasi putusan pelepasan terletak pada kenyataan apa 
yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai 
dari segi pembuktian yang diatur Pasal 183 KUHAP, akan tetapi perbuatan 
yang terbukti itu “tidak merupakan tindak pidana” dan yang telah terbukti 
tersebut bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup 
hukum perdata atau hukum adat. Adapun bunyi dari Pasal 183 KUHAP 
adalah : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 
 Pada Pasal 199 ayat (1) huruf b KUHAP menyatakan bahwa : 
“terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan 
menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang 
menjadi dasar putusan”. 
 Setelah putusan dibacakan oleh hakim, terpidana atau penuntut 
umum berhak untuk mengajukan upaya hukum apabila tidak menerima 
putusan tersebut yang dikarenakan tidak merasa puas terhadap putusan ini. 
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Pasal 1 butir 12 KUHAP menentukan : “Upaya hukum adalah hak 
terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan 
yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk 
mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta cara yang 
diatur dalam Undang-Undang”. Upaya hukum ini dapat berupa upaya 
hukum biasa dan upaya hukum luar biasa seperti yang telah dijelaskan 
dalam pembahasan sebelumnya. 
 Pasal 67 KUHAP berbunyi : “Terdakwa atau penuntut umum 
berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, 
kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan yang 
menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan 
pengadilan dalam acara cepat. Dari bunyi pasal tersebut, putusan yang 
tidak dapat dimintakan banding adalah : 
a. Putusan bebas atau vrijspraak (acquitted) 
Mengenai putusan bebas sudah dibahas pada saat membahas bentuk-
bentuk putusan pengadilan. Putusan bebas dijelaskan dalam Pasal 191 
ayat (1), apabila kesalahan terdakwa sesuai dengan perbuatan yang 
didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 
b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau onslag van rechts 
vervolging 
Mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 
191 ayat (2), yakni apabila pengadilan berpendapat apa yang 
didakwakan terhadap terdakwa memang terbukti, akan tetapi perbuatan 
yang didakwakan tidak merupakan perbuatan tindak pidana. 
c. Putusan acara cepat 
Terhadap putusan acara cepat, baik perkara yang diperiksa dengan 
acara tindak pidana ringan maupun acara pelanggaran lalu lintas jalan 
tidak dapat dimintakan banding kecuali apabila putusan itu berupa 
pidana perampasan kemerdekaan. 
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 Masalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak serumit 
permasalahan putusan bebas yang sampai menimbulkan persoalan contra 
legem atau bertentangan dengan bunyi Undang-Undang yang diatur dalam 
Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP, yang secara tegas mengatakan bahwa 
putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi. 
 
  Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim, sehingga majelis hakim 
memberikan putusan kepada terdakwa lepas dari segala tuntututan hukum adalah 
Hakim memerhatikan dua aspek yang tidak dapat terpisahkan agar dapat memutuskan 
perkara tersebut yang berlandaskan dengan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa. Aspek tersebut yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis, dalam perkara dengan 
terdakwa mantan Wakil Bupati Karanganyar KRMTH.Drs.SRI SADOYO HARDJO 
MIGUNO, MM secara jelas aspek yuridisnya adalah apa yang telah dilakukan oleh 
terdakwa melalui pembuatan-pembuatan Surat Keputusan tersebut bukan merupakan 
suatu tindak pidana karena tindakan tersebut adalah masuk kedalam kewenangan 
sebagai wakil ketua DPRD yang pada saat itu dijabat oleh terdakwa, selain daripada itu 
juga dalam dakwaan Jaksa Penunutut Umum yang digunakan sebagai dasar dakwaan  
dalam Perkara ini adalah dari Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 1997 yang pada saat 
perkara ini diperiksa sudah dinyatakan tidak berlaku karena telah terbit aturan yang 
terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan DPRD. Secara hukum hal yang demikian tersebut dikenal dengan istilah “Lex 
Superior Derogate Lex Inpreori” yaitu ketentuan dan atau peraturan yang lebih tinggi 
kedudukannya lebih diutamakan derajatnya. Disamping itu juga secara yuridis dasar 
yang digunakan sudah dianggap tidak berlaku lagi. 
 Dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ada unsur memperkaya diri sendiri 
tetapi Majelis Hakim dalam membuktikan hal tersebut mempunyai pertimbangan yang 
harus diperhatikan antara lain fakta fakta yang terungkap dalam persidangan kenyataan 
telah dikeluarka pembayaran-pembyaran untuk : 
I. Dana Penunjang DPRD : 
1. Penunjang Dana Taktis Pimpinan DPRD Rp.79.000.000,00 
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2. Penunjang Kegiatan Komisi-komisi Rp. 92.250.000,00 
3. Penunjang Kegiatan Fraksi-fraksi Rp. 168.750.000,00 
4. Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Rp. 
51.300.000 
5. Bantuan Sosial Kemasyarakatan Rp. 8.700.000,00 
II. Pos  Ongkos kantor sub lain-lain ongkos kantor  : 
1. Pos Bantuan Rumah tangga pimpinan dan anggota DPRD 
Rp.270.000.000,00 
2. Pos Bantuan Kesejahteraan anggota DPRD Rp. 247.968.000,00 
3. Pos penunjang kegiatan  Rp. 62.985.000,00 
III. Pos Biaya penunjang pejabat Sekretariat DPRD Rp. 47.475.800,00  
IV. Pos Biaya Pemeliharaan kendaraan dinas Rp. 202.500.000,00 
Hakim mempunyai pertimbangan bahwa pembyaran atau pengeluaran tersebut diatas 
telah melalalui proses pembahasan bersama antara panitia anggaran legislatif maupun 
panitia anggaran eksekutif, yang selanjutnya dibawa dalam rapat paripurna untuk 
disetujui bersama dan kemudian disahkan dalam rapat paripurna menjadi perad APBD. 
Dengan dasar pertimbangan tersebut itulah maka selanjutyna telaah dikeluarkan surat 
Keputusan yang ditandatangani oleh terdakwa, dimana Surat Keputusan tersebut 
dikeluarkan setelah APBD ditetapkan, oleh karena surat keputusan pempinan dewan 
tersebut untuk melaksanakan anggaran dewan yang telah ditetapkan dalam APBD 
Lalu untuk Aspek non yuridis seperti yang yang terungkap didalam persidangan 
Hakim cenderung mendasarkan  menggunakan pertimbangan pertimbangan yang berasal 
dan terungkap dari persidangan mungkin dalam pemeriksaan terdakwa cenderung tidak 
berbelit dalam memberikan keterangan. 
Dalam pemeriksaan perkara ini dihadapkan bukti saksi dan bukti surat baik yang 
dihadapkan oleh Jaksa Penuuntut Umum maupun oleh Tim Pembela Hukumnya. Selain 
itu juga majelis hakim juga menghadirkan beberapa saksi ahli untuk didengarkan 
keterangannya guna dijadikan pertimbangan putusan nantinya. 
Dalam pemeriksaan perkara ini ada beberapa bukti yang dianggap Majelis Hakim bisa memperkuat putusan ini 
yang antara lain dari PP Nomor 110 Tahun 2000 dan adanya Putusan Judicial Review Mahkamah Agung RI Nomor 
04.G/HUM/2001. Majelis hakim juga memperhatikan beberapa keterangan dari saksi yang salah satunya adalah sksi 
ahli yang memberikan keterangan bahwa dengan berlakunya PP Nomor 110 Tahun 2000 (Pasal 21) maka Perda 
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Nomor 1 tahun tahun 1997 tersebut menjadi Invalid (tidak berlaku), dan apabila diberlakukan maka akan terjadi 
dualisme ketentuan undang-undang. 
  Kasus yang bermula dari dikeluarkannya beberapa kebijakan-kebijakan yang 
tertuang didalam bentuk Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Karanganyar 
yang ditandatangani oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
karanganyar yang didalamnya termasuk Terdakwa KRMTH.Drs.SRI SADOYO 
HARDJO MIGUNO,MM, dimana surat keputusan tersebut isinya berupa pemberian 
bantuan atau tunjangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Karanganyar temasuk juga sekretaris dan anggota, yang terbagi kedalam 
beberapa pos antara lain :Dana Penunjang DPRD, Pos  Ongkos kantor sub lain-lain ongkos 
kantor, Pos Biaya penunjang pejabat Sekretariat DPRD, Pos Biaya Pemeliharaan kendaraan 
dinas. Dalam hal ini terlebih dahulu kita harus mengetahui makna dari suatu kebijakan 
itu. Menurut Thomas R. Dye memberikan pengertian kebijaksanaan Publik sebagai 
“whatever government choose to do or not to do” yaitu apapun yang dipiliah oleh 
Pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan demi kebaikan masyarakat (Bambang 
Sunggono,1994:21). 
  Dalam kasus ini, adanya dugaan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak sesuai 
dengan aturan sebagaimana mestinya dengan kata lain terdapat penyalahgunaan 
wewenang sehingga melenceng dari tujuan dikeluarkannya kebijakan tersebut yang 
seharusnya untuk kebaikan masyarakat. Sebagai negara hukum masalah ini juga harus 
diselesaikan secara hukum, oleh karena itu kasus ini diselesaikan melalui Pengadilan 
untuk memperoleh Putusan Hakim yang Adil dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa. 
  Hakim dalam memutus perkara ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 
untuk memperoleh keyakinan. Pertimbangan tersebut dapat berupa pertimbangan yang 
bersifat yuridis maupun juga yang bersifat non yuridis. Sebagaimana dalam perkara 
korupsi dengan terdakwa Wakil Bupati Karangnyar  KRMTH.Drs.SRI SADOYO 
HARDJO MIGUNO,MM,. Dalam perkara ini Hakim menjatuhkan Putusan bebas dari 
segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging), karena terdakwa terbukti 
melekukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut 
bukan merupakan suatu pelanggaran. Seperti yang terdapat dalam pasal 191 ayat (2) 
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kitab undang-undang hukum acara pidana yang berbunyi sebagai berikut :”Jika 
Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, 
tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindal pidana, maka terdakwa diputus lepas 
dari segala tuntutan hukum”.  
 
 Adapun yang mendasari Hakim menjatuhkan Putusan tersebut diatas yaitu : 
1.  Dari Segi Pertimbangan Yuridis 
Dengan didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan 
oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan yaitu : 
a. adanya ketentuan penutup dari Pasal 21 PP Nomor 110 Tahun 2000 yang 
menyebutkan  bahwa “Dengan berlakunya peraturan Pemerintah ini segala 
ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak 
berlaku”, dengan arti lain  maka Perda Nomor 1 tahun 1997 tersebut sudah tidak 
berlaku lagi pada saat ditetapkannya PP Nomor 110 Tahun 2000 ini. Dan apbila 
dihubungkan dengan Putusan Judicial Review Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor : 04.G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002, maka ketentuan 
yang mengatur tentang keuangan DPRD sejak tanggal 30 Nopember tahun 2000 
sampai tanggal 9 September 2002, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1997 sudah 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena telah dinyatakan bertentangan 
(tegengestelid) dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yakni 
Undamg-Undang Nomor 20 Tahun 1999 
b.Dalam pemeriksaan perkara ini juga dihadapkan bukti saksi selain dari 
bukti surat, baik yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun 
oleh Tim Penasehat Hukum dari terdakwa. Selain itu Majelis Hakim juga 
menghadirkan saksi ahli untuk didengarkan keterangannya guna dijadikan 
bahan pertimbangan putusan hakim tersebut yaitu saksi ahli Hukum Tata   
Negara dari Universitas Sebelas Maret Surakarta, mengatakan bahwa 
dengan berlakunya PP Nomor 110 Tahun 2000 (Pasal 21) maka Perda 
Nomor 1 tahun tahun 1997 tersebut menjadi Invalid (tidak berlaku), dan 
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apabila diberlakukan maka akan terjadi dualisme ketentuan undang-
undang. 
 
2. Dari Segi Pertimbangan non Yuridis 
Hakim mempunyai pertimbangan dari hal yang bersifat non yuridis selama 
berjalannya persidangan, antara lain yaitu : 
a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, 
b.Terdakwa tidak berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan yang diajukan 
oleh Majelis Hakim 
c. Apa yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan sesuai dengan 
keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan. 
 
Berdasarkan Fakta-Fakta yang terungkap didalam persidangan yang 
dijadikan pertimbangan hakim, sehingga diperoleh keyakinan Majelis 
Hakim untuk menjatuhkan putusan bahwa terdakwa KRMTH.Drs.SRI 
SADOYO HARDJO MIGUNO,MM, dinyatakan lepas dari segala 
tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging), seperti yang terdapat 






  Setelah melakukan analisa terhadap permasalahan yang diteliti, maka 
pada akhir penulisan hukum ini penulis akan menyampaikan simpulan dan 
saran. Dalam simpulan dan saran ini akan dimuat suatu ikhtisar berdasar hasil 




Berdasarkan penelitian yang telah Penulis lakukan di Pengadilan 
Negeri Karanganyar terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut Nomor 
101/Pid.B/2008/PN.Kray. dengan terdakwa KRMTH. Drs. Sri Sadoyo Hardjo 
Miguno, MM maka dapat ditarik simpulan bahwa  berdasarkan fakta-fakta 
yang terungkap didalam persidangan dan berdasarkan pertimbangan dari 
majelis hakim, baik pertimbangan dari segi yuridis maupun dari segi non 
yuridis yang telah penulis jelaskan dalam pembahsan yaitu sebagai 
pertimbangan yuridis tersebut adalah dengan adanya Peraturan Pemerintah 
Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Pasal (2) maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1997 
tersebut menjadi invalid dan sudah tidak berlaku lagi juaga apabila 
dihubungkan dengan Putusan Judicial Review Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor : 04.G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002. Sedangkan 
Pertimbangan dari segi non yuridis yaitu diluar ketentuan hukum yaitu : 
d. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, 
e. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan yang 
diajukan oleh Majelis Hakim, 
f. Apa yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan sesuai 





Sebaiknya dalam suatu perkara sebelum terdakwa diajukan dalam 
suatu persidangan, Jaksa Penuntut Umum harus mempunyai bukti 
yang absolut/mutlak sehingga tidak terjadi hakim menjatuhkan 
putusan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum  atau diputus 
bebas. Karena ini akan menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum 
belum menguasai suatu perkara akan tetapi sudah mengajukan 
perkara tersebut ke persidangan. 
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Sebaiknya di dalam pemeriksaan kasus Korupsi digunakan asas 
Pembuktian Terbalik, meskipun tidak diatur dalam KUHAP akan 
tetapi asas tersebut sudah menjadi bagian dari Undang-Undang 
Pemberantasan Korupsi, sehingga mempermudah Majelis Hakim 
dan Jaksa Penuntut Umum dalam hal pembuktian karena 
pembuktian itu dibebankan kepada terdakwa. 
Sebaiknya Jaksa Penuntut Umum dalam menguraikan hal-hal yang 
meringankan ada baiknya tidak memukul rata antara kasus yang 
satu dengan kasus yang lain. 
Untuk hakim hendaknya lebih mengkaji hukum atau peraturan yang 
berhubungan dengan korupsi secara mendalam dan cermat, 
sehingga pidana yang dijatuhkan benar-benar adil dan tujuan dari 
pemidanaan dapat tercapai. 
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